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A. Pendahuluan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Dalam penjelasan umum Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka.  Maka, berdasarkan asas kesamaan didepan hukum dalam penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum.  Kehadiran LPSK, memberikan harapan bagi penegakan hukum dan pencarian kebenaran dan keadilan dengan mengoptimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia.  

Setahun LPSK telah hadir untuk berkiprah dalam dunia penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.  Pada fase-fase awal berdirinya LPSK, terdapat banyak tantangan dan hambatan baik yang bersifat administratif maupun substantif.  Usaha-usaha untuk menyusun fondasi kelembagaan telah dimulai dengan menyusun Rencana Strategis LPSK.  Dokumen tersebut menjabarkan aspek konseptual dalam perencanaan strategis organisasi, aspek strategi kebijakan organisasi dalam jangka waktu lima tahun, serta aspek strategi implementasi dalam pelaksanaan program.  Bahwa proses-proses tersebut telah diperhitungkan sebagai strategi pengembangan kelembagaan yang menjadi prioritas kebijakan LPSK, khususnya ditahun-tahun awal ini.  
Melalui Rencana Strategis LPSK telah menetapkan visi dan misi dalam rentang waktu lima tahun pertamanya yakni :
Visi 

Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana
Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, Lembaga Saksi dan Korban memiliki misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.

2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban 

3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan  hak-hak saksi dan korban

4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban

5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban 

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, LPSK telah menyusun struktur organisasi yang dibagi kedalam lima bidang yang mengacu pada tugas pokok dan kewenangan lembaga maupun yang mencerminkan orientasi pada fungsi.  Kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perlindungan  

2. Bidang Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan bagi Korban

3. Bidang Hukum, Diseminasi, dan Hubungan Masyarakat.

4. Bidang Pengawasan, Penelitian-Pengembangan, dan Pelaporan

5. Bidang Kerjasama dan Pendidikan Latihan

STRUKTUR ORGANISASI LPSK


Secara garis besar program tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Pimpinan

a. Penguatan kelembagaan

b. Penyusunan Peraturan Tata Naskah Dinas

c. Penyusunan SOP Keuangan

d. Penyusunan SOP Pembinaan Administrasi

e. Penyusunan SOP Pengadaaan dan Kearsipan

f. Konferensi/ Seminar Nasional

2. Bidang  Perlindungan

a. Penyusunan SOP Perlindungan 

b. Pelayanan Perlindungan 

3. Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi

a. Penyusunan SOP Bantuan

b. Penyusunan SOP Kompensasi dan Restitusi

c. Pelayanan Bantuan, Kompensasi, dan restitusi

4. Bidang Hukum , Diseminasi, dan Hubungan Masyarakat

a. Hukum

i. Penyusunan RPP tentang Sumber Daya Manusia LPSK

ii. Penyusunan Rancangan Perpres tentang penggajian SDM

iii. Penyusunan Permen Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LPSK

b. Diseminasi

i. Sosialisasi (Semarang, Palembang, Makassar, Jayapura) 

ii. Peneribitan bulletin LPSK

iii. Penerbitan kompilasi peraturan tentang perlindungan saksi dan korban

iv. Pembuatan website

v. Iklan layanan masyarakat

c. Hubungan Masyarakat

i. Pembuatan poster –poster bahan kampanye

ii. Konferensi pers, Press Briefing, dan media visit

5. Bidang Pengawasan, Penelitian-Pengembangan,dan Pelaporan

a. Pengawasan

i. Penyusunan Kode Etik LPSK, Peraturan Disiplin Pegawai,  dan Penyelesiaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Berat.

ii. Pengawasan kinerja dan laporan periodik

b. Penelitian dan Pengembangan

i. Penelitian Dukungan Sistem Peradilan Pidana terhadap Tugas dan Fungsi LPSK.

ii. Penelitian tematik 

c. Pelaporan 

i. Penyusunan  laporan periodik LPSK (termasuk penyusunan pedoman pemnyusuna laporan LPSK

ii. Penyusunan laporan tahunan dan  laporan publi (termasuk publikasi/ sosialisasinya)

6. Bidang Kerjasama dan Pendidikan Pelatihan

a. Penyusunan Peraturan Bersama atau Nota Kesepahaman LPSK dengan berbagai instansi terkait yang berwenang.

b. Penyusunan modul-modul pendidikan- pelatihan LPSK

c. Pelaksanaan Pendidikan- pelatihan LPSK

Dalam rangka memperingati satu tahun berdirinya LPSK, disusunlah laporan perkembangan organisasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga.  Melalui laporan setahun LPSK diharapkan semua pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia dapat mengetahui sejauhmana kemajuan lembaga dalam satu tahun ini.  Laporan ini akan memenuhi sasarannya jika dalam waktu-waktu mendatang ada masukan atas capaian-capaian yang telah dihasilkan selama setahun ini.  

B. Pengembangan Kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Secara umum, pengembangan kelembagaan merupakan kerja besar yang sangat menentukan perkembangan LPSK dimasa mendatang.  Bagaimana performa lembaga dalam menjalankan tugas pemberian perlindungan saksi dan korban ditentukan oleh fondasi organisasi disusun.  Selama masa persiapan tersebut LPSK mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama dari Departemen Hukum dan HAM (dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan HAM) yang meminjamkan ruangan rapat (kantor sementara) untuk melakukan koordinasi antar anggota terpilih.  Selain itu dukungan dari masyarakat sipil juga sangat membantu fase-fase awal bekerjanya LPSK yakni dengan memfasilitasi beberapa kegiatan pokok dalam pengembangan organisasi (seperti : Koalisi Perlindungan Saksi, ELSAM, dan Kemitraan).  Hal lainnya yang tak kalah pentingnya adalah upaya-upaya swadaya yang dikontribusikan oleh masing-masing anggota LPSK untuk terus melakukan koordinasi disaat dukungan sumber daya manusia maupun fasilitas lainnya yang sangat minim. 

Sasaran pengembangan kelembagaan dalam 1 sampai dengan 2 tahun mendatang adalah bekerjanya organisasi  yang profesional yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.  Prioritas kebijakan LPSK untuk pengembangan kelembagaan adalah dengan mendorong peraturan-peraturan yang terkait dengan tata laksana keorganisasian serta menetapkan berbagai kebijakan internal untuk mengefektifkan bekerjanya sistem pendukung administratif bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga.  Pada kurun waktu setahun ini telah diterbitkan perangkat peraturan yang berkenaan dengan kelembagaan seperti : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2008), Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 
Diterbitkannya Perpres Nomor 82 tahun 2008 dan Permensesneg Nomor 5 tahun 2009, menjadi dasar hukum untuk pengisian formasi kesekretariatan lembaga dapat diimplementasikan.  Sekretariat merupakan satu organ organisasi yang memiliki  peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas lembaga.  Tugas pokok sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Satu langkah awal bagi bekerjanya kesekretariatan adalah telah dilantiknya Sekretaris LPSK pada tanggal 18 Februari 2009.  Secara bertahap sembari menata formasi personil dan tata laksana organisasi yang belum ditetapkan oleh peraturan yang mengikat, sekretariat lembaga melaksanakan fungsi pelayanannya bagi kegiatan-kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.    
Selain pemantapan formasi pegawai di sekretariat, saat ini tengah disiapkan kelengkapan peraturan-peraturan internal untuk mengatur administrasi organisasi.  Beberapa rancangan peraturan atau keputusan yang terkait dengan keadministrasian saat ini telah memasuki tahapan pembahasan akhir dan pengesahannya sebagai aturan internal di LPSK.  Yakni ; Peraturan Lembaga tentang Tata Naskah Dinas, SOP Keuangan, SOP Pembinaan Administrasi, dan SOP Pengadaan dan Kearsipan.

Kebutuhan terhadap sumber daya manusia merupakan hal mendasar dalam upaya-upaya pembangunan lembaga.  Saat ini LPSK memiliki sejumlah 39 pegawai.  Pengisian formasi kepegawaian dimulai sejak bulan Januari 2009.  Meskipun belum memiliki peraturan yang baku dalam hal perekrutan pegawai, LPSK berinisiatif untuk mengisi beberapa formasi yang dibutuhkan untuk menjalankan roda organisasi lembaga. Mengingat LPSK merupakan lembaga yang independen, latar belakang personalia pegawai juga dipertimbangkan agar selaras dengan tuntutan kerja organisasi yang professional dan memahami peran, tugas, dan fungsi organisasi sesuai dengan perintah undang-undang.  
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Pengembangan kualitas sumber daya manusia lembaga juga dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang secara spesifik mengarah pada terpenuhinya ketrampilan dan pengetahuan staf dalam menjalankan tugas-tugas perlindungan saksi dan korban.  Dalam tahun pertama ini LPSK telah melaksanakan pelatihan mengenai penerapan ketrampilan penyelesaian sengketa dalam proses permohonan restitusi.  Pelatihan-pelatihan lain yang juga akan dilaksanakan dalam tahun pertama adalah pelatihan mengenai penyelidikan, dan pendidikan pembentukan sikap dan mental pegawai dalam pelaksanaan tugas.    
Berkenaan dengan pengembangan organisasi, LPSK telah menetapkan roadmap kebijakan penelitian dan pengembangan.  Melalui roadmap tersebut arah kebijakan dan program kerja penelitian dan pengembangan ditetapkan dalam lima tahun mendatang.  Roadmap tersebut sangat penting untuk memberikan arah dan panduan strategi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan LPSK.  Dengan roadmap yang telah ditetapkan diharapkan LPSK akan fokus dengan langkah-langkah kerja penelitian dan pengembangan yang sitematis dan terukur sehingga hasil yang dicapai dalam progarm penelitian-pengembangan benar-benar mendukung dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.  Tema penelitian sepenuhnya dirancang agar sesuai dengan arah pengembangan organisasi.  Artinya penelitian-penelitian dilakukan untuk kepentingan dan kebutuhan pengembagan kelembagaan LPSK.  Pada tahun pertama dilakukan penelitian mengenai dukungan sub sistem peradilan pidana pada pelaksanaan tugas LPSK.  Melalui penelitian tersbut ditargetkan dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan riil LPSK dalam menjalankan tugas perlindungan saksi dan korban sekaligus menentukan pola kerjasama antar lembaga yang terkait.  
Pada dasarnya LPSK merupakan lembaga yang independen dan mandiri, dan bertanggungjawab kepada Presiden.  Dalam rangka menjaga integritas lembaga dan profesionalisme personel-personel yang bekerja, LPSK telah menyusun suatu perangkat pengawasan internal yakni pembentukan mekanisme pengawasan internal.  Penyusunan kode etik, peraturan disiplin pegawai, dan peraturan tentang penyelesaian pelanggaran kode etik dan disiplin berat merupakan agenda utama untuk membangun fondasi kelembagaan yang memiliki integritas tinggi dan profesionalisme yang mumpuni dalam melaksanakan kerja-kerja perlindungan saksi dan korban.

Dalam upaya pengembangan kelembagaan, LPSK telah memulai berbagai inisiasi untuk diadakannya kerjasama dengan berbagai instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun lembaga negara lainnya, masyarakat sipil, negara sahabat, dan kalangan perguruan tinggi.  Kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan pengemabngan lembaga khususnya diarahkan bagi peningkatan pengetahuan dan ketrampailan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.  Pada tahun 2009 telah melakukan kerjasama dalam melaksanakan seminar dan workshop dengan Kedutaan Besar Kanada dan International Center for Transitional Justice (ICTJ).  Seminar dan Workshop Perlindungan Saksi dan Korban dengan bekerja sama dengan Kedutaan Kanada pada tanggal 17 – 19 Maret 2009.  Dalam kegiatan tersebut dihadirkan dua pakar perlindungan korban dari Kanada (Steve Sullivan dan Beth Heinze).  Sedangkan kegiatan LPSK dengan ICTJ adalah penyelenggaraan Lokakarya mengenai Reparasi yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2009.  Kegiatan lainnya yg dilakukan bekerja sama dengan masyarakat sipil yaitu HRSF (Human Rights Support Fasility) adalah seminar sehari membedah pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi bagi Korban Kejahatan dan Pelanggaran HAM yang Berat yg diselenggarakan pada bulan Juni 2009. Dimasa mendatang kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas organisasi diharapkan semakin tinggi intensitasnya dan berkontribusi bagi kemajuan LPSK.  

Dukungan media massa merupakan salah satu aspek penting dalam membangun pencitraan lembaga.  Terlebih,  LPSK yang memiliki dimensi akuntabilitas kepada public atas kinerjanya perlu membangun relasi yang kondusif dengan media massa.  Relasi tersebut dilakukan dalam kerangka pengembangan kelembagaan LPSK khususnya untuk memobilisasi dukungan publik bagi pelaksanaan tugas perlindungan saksi dan korban.  Tahapan-tahapan yang saat ini telah dilakukan dalam upaya menjaring relasi dan memperkuat citra lembaga adalah dengan melakukan kunjungan-kunjungan kepada sejumlah redaksi media massa di Jakarta.  Media visit yang telah dan akan dilakukan pada tahun pertama ini yaitu Hukum Online, Kompas, TRANS 7, METRO TV, RCTIi, Republika, SCTV, Indopos, TV ONE, majalah Tempo., Media Indonesia.  Selain itu LPSK juga secara berkala memberikan keterangan pers kepada media massa atas suatu perkembangan kasus atau kegiatan yang dianggap penting oleh lembaga agar masyarakat umum mengetahuinya. 

Di atas telah diuraikan langkah-langkah pengembangan kelembagaan di tahun pertama bekerjanya LPSK.   Pengalaman selama setahun, tantangan dan hambatan yang cukup dominan dihadapi oleh LPSK adalah dari aspek dukungan fasilitas administrasi dan keuangan yang kurang bisa mengimbangi tuntutan pelaksanaan program kerja.  Dalam hitungan bulan, perangkat pelaksana kesekretariatan baru dapat di isi formasinya kira-kira lebih dari enam bulan setelah anggota LPSK ditetapkan.  Formasi sekretariat hingga tahun pertama juga belum bekerja secara maksimal, karena belum lengkapnya formasi yang terisi sesuai dengan tugas dan fungsi dukungan admininistrasi keuangan.  Kendala-kendala lain yang berhubungan dengan supporting system adalah mekanisme/ prosedur dan tata laksana administrasi yang kurang sesuai dengan tipikal kerja lembaga seperti LPSK yang membutuhkan respon cepat dan tanggap atas situasi yang berkembang.  
C. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga, diawal tahun program yang pertama aspek pelaksanaan perlindungan saksi dan korban diprioritaskan untuk menyiapkan perangkat-perangkat kerja melalui penyusunan Standard Operating Procedure (SOP).  SOP Pemberian Perlindungan dan SOP Bantuan telah disiapkan rancangan naskahnya sejak tahun 2008 dan ditargetkan pada tahun 2009 SOP tersebut telah ditetapkan sebagai peraturan lembaga.  SOP lain yang juga saat ini sedang dalam proses penyusunan adalah SOP Pemberian Kompensasi dan Restitusi. Ditargetkan dalam tahun 2009 ini, semua SOP yang menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPSK dalam perlindungan saksi dan korban dapat diselesaikan.

Sejak awal berdirinya LPSK telah masuk permohonan-permohonan  untuk pemberian perlindungan.  Sehari-harinya, saat ini dipergunakan SOP sementara sembari menemukan pola prosedur yang memadai melalui pengalaman-pengalaman praktik pemberian pelayanan perlindungan di tahun pertama ini.  Dalam melaksanakan dua tugas  tersebut secara paralel (pemberian layanan dan pembentukan SOP), pada praktiknya dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaannya.  LPSK juga melakukan monitoring pelaksanaan persidangan pada kasus-kasus yang dianggap penting dimana posisi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana ditengarai memiliki posisi yang cukup rentan dari ancaman dan tekanan.  
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Selama tahun pertama LPSK bekerja telah menerima 61 permohonan.  Dari 61 permohonan tersebut, 3 diantaranya merupakan permohonan kompensasi/ restitusi.  5 permohonan telah masuk dalam program perlindungan saksi, dan lainnya sekitar 6 permohonan sedang dalam proses penelahaan, investigasi/ monitoring.  5 permohonan sedang menunggu kelengkapan berkas.  28 permohonan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat kepada lembaga/ instansi lainnya yang berwenang. Sedangkan 14 permohonan dinyatakan tidak dapat masuk kedalam program perlindungan saksi.    
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Selain tugas pokok melalui pemberian layanan perlindungan saksi dan korban, LPSK juga memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan publik berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya.  Langkah-langkah ditahun pertama ini adalah melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat sipil (termasuk kalangan perguruan tinggi) atas keberadaaan LPSK yang memiliki tugas, fungsi, dan peran yang sangat spesifik dalam system peradilan pidana.  Pada tahun pertama telah dilaksanakan sosialisasi di tujuh kota, yakni Surabaya, Medan, Jakarta, Semarang, Palembang, Makasar, dan Papua.  Secara paralel dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut, dilakukan pula kunjungan-kunjungan dinas kepada pemerintah daerah setempat dan perangkat penegak hukum, seperti Gubernur, pengadilan Tinggi, kepolisian Daerah, dan Kejaksaan Tinggi.  Sejauh ini respon dari kalangan penegak hukum dan pemerintah daerah cukup positif dengan keberadaan LPSK yang memiliki kewenangan khusus dalam system peradilan pidana.

Aspek pendidikan publik, memiliki nilai penting bagi dukungan terhadap pelaksanaan tugas LPSK.  Saat ini LPSK telah menerbitkan bulletin yang memuat informasi-informasi penting mengenai LPSK dan aktivitas-aktivitasnya.  Selain itu dalam upaya mendiseminasikan informasi-informasi penting lainnya diproduksi pula leaflet profil LSPK serta penerbitan buku mengenai himpunan peraturan perundang-undnagan yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.   Ditargetkan dalam tahun ini LPSK akan memasang iklan layanan masyarakat di berbagai media massa dalam upaya mensosialisasikan LPSK serta melakukan pendidikan kepada masyarakat luas.  
Dukungan instansi terkait yang berwenang kepada pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK dirasakan sangat penting.  Untuk itu prioritas utama dalam pelaksanaan program di tahun pertama adalah melakukan rintisan-rintisan kerjasama antar lembaga yang terkait.  Langkah-langkah awal untuk merintis kerjasama antar lembaga adalah melalui kunjungan-kunjungan dinas kepada lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga-lembaga pemerintah, serta institusi lainnya yang memiliki posisi strategis sebagai mitra potensial LPSK.  Sejak awal bekerjanya lembaga, telah dilakukan kunjungan dinas kepada berbagai instansi yang memiliki peran penting untuk memberikan dukungan bagi lembaga, yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Komnas HAM, KPK, Departemen Hukum dan HAM (Menteri dan jajarannya seperti Dirjen Perlindungan HAM dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan), Mensesneg, Menkopolhukam, MenPAN, Mahkamah Konstitusi, dan PPATK.    
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak terkait tersebut saat ini tengah disiapkan berbagai format kerjasama antar lembaga yang pada pokoknya adalah memuat substansi dukungan dan kerjasama antara LPSK dengan instansi terkait perihal pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.  

D. Catatan Reflektif Satu Tahun LPSK
Momentum satu tahun LPSK adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan capaian-capaian yang telah diraih.  Secara garis besar tantangan yang dihadapi oleh LPSK saat ini adalah mengenai eksistensi lembaga yang belum dipandang atau dikenali sebagai satu bagian penting dalam proses peradilan pidana.  Langkah-langkah awal yang telah ditempuh untuk mensosialisasikan dan mengenalkan LPSK kepada semua institusi terkait dengan proses peradilan pidana adalah pilihan strategi yang tepat.  Proses ini tengah dan terus berjalan   
Konsekwensi dari proses yang dibangun tersebut adalah menuntut kesiapan LPSK dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya.  Pada sisi yang lain, LPSK saat ini tengah melakukan pembangunan kelembagaan dimana pada saat yang bersamaan juga mempunyai permasalahan dengan minimnya sumber daya manusia.  Implikasi lainnya, program-program yang direncanakan dalam tahun program 2009 potensial untuk tidak dapat terlaksana sesuai dengan kerangka waktu yang disusun.  Otomatis anggaran yang berasal dari APBN juga tidak dapat dioptimalkan dalam rangka memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK.  Penyerapan anggaran LPSK hingga Bulan Juli adalah sekitar 10 % dari total Anggaran tahun 2009 yang total jumlahnya Rp. 21.845.909.000,00.  
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Langkah-langkah prioritas LPSK dalam penyelesaian tahun program 2009 adalah :

1. Percepatan pengisian formasi kepegawaian di lini dukungan kesekretariatan dan lini substansi /pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.  Ditetapkannya Peraturan Mensesneg Nomor 5 tahun 2009 menjadi modal bagi akselerasi langkah-langkah pengisian formasi kepegawaian LPSK.

2. Percepatan realisiasi kerjasama antara LPSK dengan instansi terkait yang berwenang, khususnya yang berada dalam bekerjanya sistem peradilan pidana seperti;   Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, dan Komnas HAM,  dan Departemen Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).

3. Penyelesaian SOP-SOP yang mengatur prosedur dan mekanisme pelayanan perlindungan saksi dan korban (SOP Pemberian Perlindungan, SOP Pemberian Bantuan, SOP Pemberian Kompensasi, dan SOP Pemberian Restitusi)

4. Penguatan kelembagaan dengan pembentukan mekanisme pengawasan dan audit internal serta kontrol eksternal melalui pengawasan publik yang efektif.   

5. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan perlindungan saksi dan korban dengan mengacu pada rencana prioritas penanganan permohonan-permohonan perlindungan saksi dan korban yang berdimensi  terlindunginya kepentingan negara dan publik dalam skala yang massif.

KETUA








ANGGOTA





WAKIL KETUA





Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi











Bidang Pengawasan, Laporan, dan Litbang








Bidang Kerjasama danDiklat











Bidang 


Perlindungan














Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas








SEKRETARIS





Bidang Pengawasan, Laporan, dan Litbang





Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi





Bidang Kerjasama danDiklat





Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas





SEKRETARIS





6





5





28





5





14








1

_1311058256.xls
Chart1

		Permohonan pemberian perlindungan

		Permohonan pemberian bantuan

		Permohonan kompensasi/ restitusi



58 permohonan

3 permohonan

TOTAL = 61 PERMOHONAN

Data Permohonan yang Masuk ke LPSK  (Agustus 2008 sampa dengan Juli 2009)

Data Permohonan yang Masuk ke LPSK  (Agustus 2008 s/d Juli 2009)

58

0

3



Sheet1

				Data Permohonan yang Masuk ke LPSK  (Agustus 2008 sampa dengan Juli 2009)

		Permohonan pemberian perlindungan		58

		Permohonan pemberian bantuan		0

		Permohonan kompensasi/ restitusi		3

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.






_1311058259.xls
Chart1

		staf substansi/ tenaga ahli		staf substansi/ tenaga ahli		staf substansi/ tenaga ahli		staf substansi/ tenaga ahli

		staf administrasi		staf administrasi		staf administrasi		staf administrasi

		petugas pengamanan		petugas pengamanan		petugas pengamanan		petugas pengamanan

		pengemudi dan janitor		pengemudi dan janitor		pengemudi dan janitor		pengemudi dan janitor



6org

15 org

10 org

8 org

15 org

10 org

TOTAL = 39 PEGAWAI

Pegawai LPSK

Column1

Pegawai LPSK

Column1

6

6

15

15

10

10

8

8



Sheet1

				Pegawai LPSK		Column1

		staf substansi/ tenaga ahli		6

		staf administrasi		15

		petugas pengamanan		10

		pengemudi dan janitor		8

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.






_1311058253.xls
Chart1

		Masuk Program Perlindungan

		Penelahaan/ Investigasi/ Monitoring

		Kelengkapan Berkas

		Surat rekomendasi

		Tidak Masuk Program Perlindungan



Data Perkembangan Penanganan Permohonan perlindungan

Data Perkembangan Penanganan Permohonan Perlindungan    
/ s.d Juli 2009

5

6

5

28

14



Sheet1

				Data Perkembangan Penanganan Permohonan perlindungan

		Masuk Program Perlindungan		5

		Penelahaan/ Investigasi/ Monitoring		6

		Kelengkapan Berkas		5

		Surat rekomendasi		28

		Tidak Masuk Program Perlindungan		14

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.












_1311058251.xls
Chart1

		telah diserap

		belum terserap



Penyerapan Dana Operasional LPSK s.d Juli 2009

Penyerapan Dana Operasional LPSK s.d Juli 2009

2100000000

21845909000



Sheet1

				Penyerapan Dana Operasional LPSK s.d Juli 2009

		telah diserap		2,100,000,000

		belum terserap		21,845,909,000

		3rd Qtr		1.4

		4th Qtr		1.2

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.

				21,845,909,000

				2,100,000,000






